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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lem merupakan suatu benda yang digunakan untuk merekatkan suatu benda ke 

benda lain. Lem adalah benda cair yang berfungsi untuk merekatkan sesuatu pada 

benda lain yang didalamnya terkandung zat adiktif yang memabukkan
1
. Lem 

merupakan bahan adiktif yang apabila di konsumsi oleh manusia atau organisme hidup 

dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang 

sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika 

dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Lem dapat 

merekatkan dua buah bahan sehingga sukar untuk dilepas kembali.
2
 Kegunaan lem ini 

sangat variatif karena banyak fungsinya untuk menyelasikan suatu pekerjaan atau 

membantu manusia agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lem sendiri 

memiliki zat kimia yang yang dapat merekatkan duah buah benda atau lebih. Lem 

termasuk dalam kategori NAPZA yang sangat mudah didapat karena keberadaannya 

legal sebagai lem. Salah satu zat yang terdapat dalam lem tersebut yaitu Lysergic acid 

diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelic dari family ergoline. 

Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinasigen yang paling terkenal.
3
 Zat 

kimia ini sangat berbahaya, jika di konsumsi akan mempengaruhi system organ tubuh. 

Bahaya tersebut seperti : a. denyut jantung meningkat, b. mual c. halusinasi d. mati rasa 

atau kehilangan kesadaran e.susah bicara atau cadel f. kehilangan koordinasi gerak 

tubuh g. kerusakan otak h. otot melemah i. depresi j. kerusakan saraf k. asphyxia l. 
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sesak nafas.
4
 Kondisi ini sangat meganggu sekali pada system organ tubuh dan juga 

merusak manusia jika di konsumsi secara berlebihan. Penggunaan lem ini pun kadang 

menjadi pelampiasan oleh orang yang mengonsumsi narkoba.Selain itu juga orang yang 

terganggu kejiwaannya dan anak yang broken home.  

Lem termasuk kedalam kategori NAPZA yang terdapat pada UU nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika. Pada UU ini dijelaskan di pasal kesatu tentang zat adiktif atau 

bahan kimia lainnya yang dilarang oleh UU tersebut untuk dikonsumsi atau di edarkan. 

Artinya penyalahgunaan lem yang dilakukan oleh oknum merupakan hal yang 

terlarang. Pada peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 12 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 01 tahun 2003 tentang pencegahan, 

penindakan dan pemberantasan penyakit Masyarakat dan Maksiat dijelaskan pada pasal 

1 ayat ke 17 yang berbunyi Penyalahguna pemakaian zat pengobatan atau zat kimia 

olahan lainnya.
5
 Jelas tertulis bahwa penyalahgunaan zat kimia sangat dilarang oleh 

pemerintah Kota Payakumbuh. Lalu di perkuatlah dengan Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem. Adanyan 

peraturan ini di kawasan administrasi Kota Payakumbuh maka sangat jelas Kota 

payakumbuh melarang siapapun melakukan penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh. 

Di Sumatera Barat pengguna lem ini tergolong trend dan menjadi pembicaraan 

banyak orang. Survey yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang di beberapa 

kelurahan, lebih dari 500 anak di Kota Padang terlibat dalam penyalahgunaan fungsi 

lem (baca: menghirup lem). Bahkan, sudah ada beberapa kasus yang mengalami 

gangguan kejiwaan dan sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Kota Padang sebagai Pusat 

Pemerintahan Provinsi Sumbar tentu mewaspadai hal tersebut. Mengingat penggunaan 

                                                           
4
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lem itu merusak kejiwaan anak muda dan orang yang menggunakannya
6
. Kepala 

BNNK Sawahlunto, Guspriadi kepada Haluan menuturkan, dari hasil penelusuran 

dengan turun ke sekolah sekolah terutama di tingkat SLTP, pihaknya banyak menemui 

siswa yang mengonsumsi lem dengan cara dihisap."Banyak ditemukan sisa-sisa 

pemakaian lem di sekitar lingkungan sekolah. Meski tidak masuk dalam kategori 

narkoba namun efek samping dari penyalahgunaannya sangat berdampak buruk bagi 

yang menghisapnya karena bisa cepat merusak syaraf otak," katanya
7
. ”  

Data yang kami miliki pada tahun 2017 lalu sebanyak 35 orang, anak-anak usia 

sekolah tapi sudah putus sekolah berhasil dijaring karena kasus lem. Rata-rata mereka 

berasal dari Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh kota. Mereka kita jaring 

saat/sesudah ngelem diberbagai tempat di Payakumbuh” sebut Kasat Pol-PP dan 

Damkar Kota Payakumbuh, Devitra didampingi Kabid Penyidikan Erizon, Rabu (17/1) 

di Markas Satpol-Pp di Kantor Balaikota Baru di Eks. Lapangan Bola Kapten Tantawi 

Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Barat
8
. Sat Pol PP Padangpanjang selama 

ini telah menjaring sekitar 20 orang anak-anak jalanan yang sedang menghirup lem, dan 

pada umumnya mereka yang terjaring itu putus sekolah
9
. Enam orang pelajar yang 

kedapatan mengisap lem ini langsung diamankan oleh Tim Satuan Kerja Keamanan 

Ketertiban Kota (SK4) Bukittinggi, mereka diamankan tim SK4 disalah satu lokasi 

                                                           
6
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yang berada di Belakang Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, Tengah Sawah, Senin 

(13/2/2017)
10

. 

Dari beberapa daerah yang ada di atas dapat dijelaskan penyalahgunaan lem ini 

banyak terjadi di Sumatera Barat. Penyalahgunaan lem rentan dilakukan kalangan anak-

anak, remaja hingga orang dewasa. Anak yang melakukan penyalahgunaan lem rata-

rata sudah putus sekolah. Penyalahgunaan lem didaerah seperti Padang, Sawahlunto, 

Bukittinggi hingga Payakumbuh adalah hasil dari meningkatnya kenakalan dan 

perubahan sosial di kalangan masyarakat. Bahkan anak yang sudah pernah 

tertangkappun mengulangi kesalahannya kembali. Payakumbuh juga salah satu kota 

yang dikatakan penyalahgunaan lem sudah membuatkan aturannya yaitu Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Larangan Peyalahgunaan Lem di Kota 

Payakumbuh. 

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 10 tahun 2015 tentang Larangan 

Penyalahgunaan Lem melarang semua masyarakat untuk tidak melakukan perilaku 

penyalahgunaan lem, namun lebih di utamakan kepada anak yang usia sekolah. 

Kategori anak usia sekolah ini mulai dari Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah 

Atas. Lahirnya perda ini maka dapat dilihat bahwa benyaknya anak lem yang ditindak 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dengan tim penengak perda seperti 

Pemerintah Kota terkait, TNI Kota Payakumbuh, POLRI Kota Payakumbuh setra 

stakeholder yang terlibat seperti RT/RW, Lurah, Camat serta niniak mamak yang ada di 

Kota Payakumbuh. 

Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai kewenangan dalam melakukan 

pencegahan penyalahgunaan lem yang ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pemerintah Kota Payakumbuh punya tanggung jawab dalam melindungi masyarakat 
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yang terkena permasalahan dalam hidupnya seperti penyalahgunaan lem. Pemerintah 

daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mencegah dan 

memberantas tindakan penyalahgunaan fungsi lem
11

. Pemerintah juga bertanggung 

jawab dalam memberantas penyalahgunaan fungsi lem. Secara sengaja menggunakan, 

menghirup dan/atau menghisap lem untuk mendapatkan dan/atau menimbulkan efek 

memabukkan dan/atau halusinasi. Menyediakan sarana prasaran untuk kegiatan 

menghirup atau menghisap lem. Masyarakat juga dilarang dalam menyediakan sarana 

untuk perilaku penyalahgunaan lem
12

. Pemerintah berhak melakukan penindakan 

kepada masyarakat yang menyalahi seperti tim penegak perda yang terlibat di Kota 

Payakumbuh. Tim penegak perda ini ada Satpol pp, Polri Kota Payakumbuh, TNI Kota 

Payakumbuh dan Instansi Pemerintah yang terlibat dalam permasalahan yang sedang di 

hadapi. 

Faktor-faktor yang mendorong seorang anak melakukan aktivitas “Ngelem” yaitu 

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu keluarga dan teman. Kurangnya 

perhatian dari keluarga akan anaknya, kedua orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaannya, adanya konflik atau perselisihan antar orangtuanya membuat anak ingin 

mencoba untuk melakukan hal tersebut untuk menghilangkan stressnya. Pengaruh, 

ajakan ataupun paksaan teman juga ikut menentukan keputusan anak untuk melakukan 

aktivitas “Ngelem”. Faktor internalnya yaitu pengetahuan yang dimiliki anak tentang 

“Ngelem”, menurutnya jika “Ngelem” maka efek yang akan ditimbulkan seperti 

berhalusinasi, melayang-layang dan memperoleh kenikmatan
13

. Mereka yang dijaring 

kedapatan “ngelem” diberbagai tempat dalam Kota Payakumbuh. Sebahagian dari 

mereka dibina oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Batalion dan 
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 Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem BAB III pasal 4 
12

 Ibid,  pasal 6. 
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 https://www.kompasiana.com/unnu/faktor-pendorong-anak-melakukan-aktivitas-
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Pol PP. Sayang, setelah beberapa hari dibina sebahagian anak-anak jalanan ini kembali 

kejalanan dan terjaring kembali melakukan perbuatan yang sama.  

Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melakukan upaya sosialisasi peraturan ini 

kepada sekolah yang bukanlah Sekolah teladan di Kota tersebut atau bukan sekolah 

yang di unggulkan. Sosialisasi dilakukan oleh Sekretariat Bagian Hukum Kota 

Payakumbuh. Sesuai hasil wawancara dengan pegawai Sekretariat Bagian Hukum 

mengatakan;  

“perda nomor 10 tahun 2015 ini kami sosialisasikan kepada sekolah 

yang bukan sekolah yang di unggulkan di payakumbuh. Karena kalau 

sekolah yang di unggulkan kami rasa tidak punya perilaku yang seperti 

itu maka kami memilih sekolah yang bukan di unggulkan di sini. Terget 

kami agar sekolah yang siswanya banyak bermasalah ini tidak 

menggunakan lem. Merekalah yang menjadi tujuan bagi kami sebab 

mereka sangat mudah menghadapi permasalahan ini. Mensosialisasikan 

perda ini merupakan salah satu tupoksi kami yaitu memfasilitasi dan 

mensosialiasikan, maka kamilah yang melakukannya kepada siswa di 

payakumbuh ini. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-

Undangan Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 11. 15 WIB tanggal 4 

Juli 2018.) 

Wawancara di atas menjelaskan bahwa sudah jelas sosialisasi menuju kepada 

siswa yang ada di payakumbuh. Sesuai dengan isi perda tersebut menjelaskan “ bagi 

siswa yang melakukan penyalahgunaan fungsi em dilakukan pembinaan oleh sekolah 

yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi 

anak usia sekolah yang tidak bersekolah diberikan pembinaan berupa peringatan kesatu 

sampai dengan ketiga dan membuat surat pernyataan. Apabila setelah peringatan ketiga 

yang bersangkutan masih menyalahgunakan fungsi lem maka anak tersebut dikenakan 

ketentuan pidana sesaui dengan pearturan daerah ini”
14

. Pada pasal ini menjelaskan 

agar siswa dan remaja yang menggunakan atau yang belum menggunakan mulai 

mengurangi dan jangan mencoba-coba melakukan penyalahgunaan lem. Sosialisai pada 
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tahun 2016 oleh sekretariat bagian hukum ini adalah tahap pertama dalam pelaksanaan 

perda. Setelahnya akan dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.  

Sosialisasi yang dilakukan oleh sekretariat bagian hukum Kota Payakumbuh 

berjalan dua hari yaitu pada hari rabu dan hari kamis pada tangga 20 dan 21 April 2016. 

Sosialisasi pun dilakukan kepada siswa SMA yang tersebar di Payakumbuh bertempat 

di aula Walikota Payakumbuh Jln, Soekarno Hatta Bukit Sibaluik Payakumbuh. 

Sosialisasi diberikan kepada 222 orang siswa yang telah di tentukan banyak nya oleh 

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Sosialisasi yang dilakukan ini senada yang 

disampaikan oleh kasi perundang-undangan Sekretariat Bagian Hukum Kota 

Payakumbuh melalui wawancara seperti dibawah ini : 

“…sosialisasi yang kami lakukan itu berjalan dua hari pada bulan april. 

Untuk mekanisme pengumpulan siswanya kita serahkan kepada dinas 

pendidikan. Dinas pendidikan lah yang memilih dan menentukan berapa 

banyaknya siswa yang di undang untuk sosialisasi itu. Kami dari bagian 

hukum meminta lebih kurang 200 orang karena kami juga terbatas pada 

anggaran. Makanya kami meminta kepada dinas pendidikan sebanyak 

itu. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-Undangan 

Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 10. 15 WIB tanggal 29 agustus 

2018) 

Sosalisasi tersebut dilakukan demi menjalankan perda nomor 10 tahun 2015 

tentang larangan pemyalahgunaan lem supaya siswa-siswa di Kota Payakumbuh tidak 

melakukan tindakan “ngelem”. Sekolah yang di undang pada sosialisasi itu ada 23 

sekolah menengah atas dan sederajat seperti tabel 1.1 dibawah ini. 

Table 1.1  Sosialisasi Pada Perwakilan Siswa SMA 

No NAMA SEKOLAH JUMLAH PESERTA 

1 SMA 1 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

2 SMA 3 PAYAKUMBUH 14 ORANG SISWA 

3 SMA 5 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 
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4 SMKN 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

5 SMKN 3 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

6 MAN 3 PAYAKUMBUH 6 ORANG SISWA 

7 SMK MITRA PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

8 SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

9 SMA NUSANSTARA PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA 

10 MAS PAKAN SINAYAN PAYAKUMBUH 4 ORANG SISWA 

11 SMA INSAN CENDIKIA PAYAKUMBUH 6 ORANG SISWA 

 JUMLAH 100 ORANG SISWA 

  Sumber; Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh 

Urutan sekolah di atas merupakan perwakilan sekolah yang mengikuti sosialisasi 

pada tahap pertama tanggal 20 April 2016. Sekolah yang tertera di atas adalah yang di 

undang pada tanggal tersebut. Pada hari pertama sebanyak 100 orang siswa yaitu 

perwakilan dari seluruh sekolah yang telah di undang oleh secretariat bagian hukum 

Kota Payakumbuh. Sosialisasi selanjutnya pada tanggal 21 April 2016 yang juga di 

hadiri sebanyak 122 orang. Siswa yang hadir sosialisasi ini diharapkan dapat 

mensosilisasikan bahaya pemakaian lem untuk oragisme tubuh manusia di sekolahnya 

masing-masing.   

Table 1. 2  Sosialisasi pada SMA 

NO NAMA SEKOLAH JUMLAH PESERTA 

1 SMA 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG 

2 SMA 4 PAYAKUMBUH 10 ORANG 

3 MAN 2 PAYAKUMBUH 14 ORANG 

4 SMKN 1 PAYAKUMBUH 14 ORANG 

5 SMA RJ PAYAKUMBUH 10 ORANG 
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  Sumber: 

Sekretariat 

Bagian 

Hukum Kota Payakumbuh  

Tujuan sosialisasi ini yaitu agar pengguna lem di usia pelajar berkurang dan tidak 

ada lagi siswa yang tertangkap melakukan tindakan penyalahgunaan lem. Selain itu 

siswa juga menjadi agen untuk pencegahan penggunaan lem di kalangan remaja. 

Sosialisasi yang dilakukan ke siswa dilakukan secara terus menerus dengan 

tertangkapnya siswa salah satu sekolah juga akan di sosialisasikan secara langsung 

kepada guru dan orang tua murid yang tertangkap tersebut. Lalu sosialisasi yag 

dilakukan oeh pemerintah Kota Payakumbuh kepada siswa yang di undangkan oleh 

bagian hukum di tentukan jumlah siswa yang akan menghadiri sosialisasi tersebut oleh 

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai dengan wawancara dengan kasubag bagian 

hukum Kota Payakumbuh dibawah. 

“…Sosialisasi kepada siswa sekolah itu ditentukan oleh Dinas 

Pendidikan dan berapa jumlah nya Dinas Pendidikan yang menentukan, 

karena Dinas Pendidikan punya alasan bahwa sekolah yang paling 

sedikit pada undangan tersebut siswa nya rajin-rajin dan seokolah yang 

lain yang banyak sedikit kurang rajin dan juga tercatat ada siswa 

nakalnya. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-Undangan 

Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 10. 15 WIB tanggal 29 agustus 

2018) 

Untuk kelanjutan sosialisasi kepada masyarakat pemerintah Kota Payakumbuh 

menggunakan media baliho yang dipasang di tempat tempat tertentu oleh pemerintah. 

Sosialisasi tersebut dilakukan selam 3 sampai 6 bulan kepada masyarakat umum 

6 MAN 1 PAYAKUMBUH 10 ORANG 

7 SMA PGRI PAYAKUMBUH 10 ORANG 

8 SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH 10 ORANG 

9 MAS KOTO PANJANG 10 ORANG 

10 SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH 10 ORANG 

11 SMA MOECHTAR PAYAKUMBUH 4 ORANG 

12 SMKS 1 WIRABAKTI PAYAKUMBUH 10 ORANG 

 JUMLAH 122 ORANG 
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bahwa di Kota Payakumbuh telah ada peratuan daerah yang melarang masyarakat 

melakukan penyalahgunaan lem. Target pada peraturan daerah ini ditujukan kepada 

seluruh Masyarakat Kota Payakumbuh. Tetapi terkhususnya ditujukan kepada siswa 

sekolah dan anak yang masih usia bersekolah. Seperti pada pasal 11 yang ada pada 

Peraturan Daeran nomor 10 tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Lem di 

Kota Payakumbuh. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag perundang-

undangan sekeretariat bagian hukum : 

‘’…perda larangan lem sudah berlaku semenjak di undangkan,namun 

kami pada awal tahun 2016 sudah kami sosialisasikan pada bulan april. 

Perda ini di targetkan pada pelajar sebagai tujuan utama dari perda ini, 

tidak berarti masyarakat umum juga tidak terkena sanksi juga karena 

berlaku juga kepada seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh. Namun 

skop nya memang kepada pelajar, sebab pelajar lah yang banyak 

melakukan penyalahgunaan lem. Sosialisasi bukan hanya sekali saja, 

setiap ada kegiatan kepada masyarakat, instansi di Kota Payakumbuh 

kami juga mesosialisasikan menghimbau bahwa perda larangan lem 

sudah di terbitkan dan masyarakat diminta untuk mematuhinya. 

Soialisasi juga kami lakukan dengan menggunakan baliho, spanduk. 

Tapi kan mengunakan baliho dan spanduk itu bermasa, ada waktu habis 

nya. Tapi kami juga tak henti hentinya mensosialisasikan perda ini. 
(Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-Undangan 

Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 10. 15 WIB tanggal 29 

agustus 2018) 

Sosialisasi selanjutnya dilakukan kepada siswa SMP pada 28 April 2016 yang 

juga bertempat di aula lantai tiga kantor Walikota Payakumbuh. Sosialisasi dilakukan 

kepada seluruh perwakilan siswa SMP yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 89 

orang siswa. Perwakilan siswa ini ditunjuk oleh sekolah  yang bersangkutan dan 

jumlahnya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Perwakilan tersebut 

adalah anak sekolah menengah pertama yaitu: 

 

Table 1.3 Sosialisasi pada SMP 
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No  NAMA SEKOLAH JUMLAH 

PESERTA 

1 SMPN 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG 

2 SMPN 4 PAYAKUMBUH  10 ORANG 

3 SMPN 6 PAYAKUMBUH 10 ORANG 

4 SMPN 8 PAYAKUMBUH 12 ORANG 

5 SMPN 10 PAYAKUMBUH 8 ORANG 

6 SMPN MUHAMMADIYAH PAYAKUMBUH 6 ORANG 

7 SMP INSAN CENDIKIA PAYAKUMBUH 6 ORANG 

8 MTSN KOTO NAN EMPAT PAYAKUMBUH 6 ORANG 

9 MTS KOTO PANJANG PAYAKUMBUH 5 ORANG 

10 MTS PAKAN SINAYAN PAYAKUMBUH 5 ORANG 

11 MTS SYECH IBRAHIM TIAKAR PAYAKUMBUH 5 ORANG 

12 SMP IT MADANI ISLAMIC SCHOOL 6 ORANG 

 JUMLAH 89 ORANG 

Sumber: Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh 

Sosialisasi kepada siswa SMP bertujuan bahwa pada usia remaja awal yang 

duduk di bangku SMP rentan terkena dampak sosial. Usia SMP ini rata rata pada usia 

11-15 tahun sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial. Untuk mencegah 

agar mereka tidak melakukan tindakan penyalahgunaan lem, Pemerintah terkait 

mengundang dan mensosialisasikan kepada mereka. Perwakilan siswa SMP ini dapat 

mensosialisasikan juga kepada teman temannya di sekolah. Supaya tujuan penegakan 

perda dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Anak yang yang tertangkap tersebut di proses oleh Satpol PP dan akan di uji 

secara psikologi atau medis. Setelahnya baru dapat ditentukan akan di rehabilitasi 

secara sosial atau secara medis. Untuk rehabilitasi sosial akan diserahkan kepada LSM 

GEMPA (Genenrasi Muda Payakumbuh) yang juga difasilitasi oleh Dinas Sosial dan 

BNN Kota Payakumbuh. Anak yang direhablitasi di LSM GEMPA ini di rehabilitasi 

sesuai dengan standar operasional prosedur dari Peraturan Badan Narkotika Nomor 4 
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Tahun 2015 tentang cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau 

masyarakat. Reahabilitasi yang dilakukan ada kateristik riwayat sekolah yang pernah 

ditempuh oleh pasien seperti tabel 1.4 dibawah ini. 

Table 1.4  Rehabilitasi Berdasarkan Sekolah yang Pernah di Tempuh tahun 2016 
 

 Sumber: 

LSM Gempa 

Tabel 1.4 merupakan 

rekapitulasi data pada tahun 

2016 dari Sekolah yang 

pernah ditempuh oleh 

pasien rehabilitasi oleh LSM GEMPA. Berdasarkan gambar diatas anak atau pelaku 

terjerat kasus Narkotika lebih didominasi pada bangku SMA. Anak tersebut di 

rehabiltasi sebanyak 12 orang dengan bermacam obat yang digunakankanya. Sesuai 

tabel diatas pelaku yang di rehabilitasi tersebut di hitung sesuai dengan dengan tamatan 

sekolah terakhir yang di tempuhnya. Begitu juga dengan anak SMP dan Sekolah Dasar. 

Data pada tabel diatas ada 24 orang menunjukkan satu orang pasien yang mengisap lem 

yang dirawat secara inap. Selebihnya ada ganja, heroin, sabu, dan kokain. Sebanyak 24 

orang yang akan dilakukan rehabilitasi oleh LSM GEMPA tersebut tidak banyak dari 

pihak keluarga pasien yang ingin anak nya di rehabilitasi secara rawat inap. Anak yang 

dirawat inap harus sesuai dengan izin keluarga dan memang dianjurkan untuk di rawat 

inap karena sudah terlihat sangat serius. Namun ada juga pasien yang di rujuk ke RS 

Jiwa Prof. HB Sanin Kota Padang. Pasien yang di serahkan ke RS Jiwa Prof.HB 

Sa’anin Padang merupakan Pasien yang mengalami kejiwaan yang serius sehingga 

No Jenjang Sekolah Jumlah 

1 Sekolah Dasar 5 orang 

2 Sekolah Menengah Pertama 7 orang 

3 Sekolah Menengah Atas 12 orang 

4 Perguruan Tinggi 0 

5 Tidak Sekolah 0 

 Jumlah 24 orang 
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harus dirawat inapkan di RSJ tersebut. Untuk rehabilitasi tentu ada jenjang umur yang 

di rehabilitasi agar upaya rehabilitasi berjalan seperti tabel 1.5 dibawah. 

 Tabel 1.5 : Rehabilitasi Berdasakan Jenjang Umur tahun 2016 

 

 

 

 

 

  

Sumber: 

LSM 

Gempa 

 Pada rentang umur yang dirawat oleh LSM GEMPA lebih banyak pada 

rentang usia 21-25 tahun. Rentang usia ini adalah usia sekarang pada pasien tersebut 

yang dilakukan rehabilitasi. Setelah itu diikuti oleh 26-30 tahun yang dikategorikan 

sebagai umur dewasa. Sebelum nya ada juga umur 16-20 tahun yang di kategorikan 

sebagai ABG (Anak Baru Gede). Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa rentang usia 

pengguna penyalahgunaan obat termasuk lem. Anak-anak usia ini banyak 

mengkonsumsi Napza yang tertera pada tabel 1.6 dibawah: 

Tabel 1.6 : Jenis Napza yang dikonsumsi tahun 2016 

No Jenjang umur Jumlah  

1 10-15 tahun 1 orang 

2 16-20 tahun 5 orang 

3 21-25 tahun 10 orang 

4 26-30 tahun 5 orang  

5 31-35 tahun 2 orang  

6 36-40 tahun 1 orang  

7 40 keatas 0 

 Jumlah 24 orang  

No JENIS OBAT JUMLAH  

1 THC 11 ORANG 

2 AMP 5 ORANG 
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Sumber: 

LSM GEMPA 

Tabel diatas merupakan tabel bahan adiktif yang sering digunakan oleh 

penyalahgunaan obat obatan. Untuk kategori THC ada 11 orang yang melakukan 

penyalahgunaan. THC merupakan kandungan yang ada dalam zat pada ganja. Efek dari 

kandungan ini menurunkan sifat jantung dan kinerja tubuh, atau disebut dengan 

depresan. Jika dipakai secara berlebihan akan mengakibatkan halusinasian pada 

sipemakai. AMP atau disebut dengan Amphetamine merupakan obat obatan seperti 

sabu, ekstasi dan sejenisnya. Sifat dari AMP ini adalah depresan dan over aktif. 

Meningkatkan kinerja tubuh atau tingkat ke aktifan tubuh meningkat dari biasanya yang 

melebihi manusia biasa . pengguna AMP ini yang direhabilitasi ada 5 orang . Barbiturat 

adalah obat obatan yang mempunyai dosis tinggi. Efek dari pemakaian ini yaitu untuk 

penenang. Lalu Inhalen yang biasanya disebut dengan lem, bensin dan sejenisnya. 

Inhalen ini mempunyai efek halusinasi yang tinggi jika dikonsumsi oleh manusia secara 

berlebihan dan biasanya disalahgunakan. Sebab kegunaan lem bukan untuk dikonsumsi 

oleh manusia atau untuk dijadikan obat obatan. Rata-rata yang dirawat di atau di 

rehabilitasi oleh LSM adalah yang pernah bersekolah dan mengenyam pendidikan. 

Tabel 1.7 : Sesuai Tamatan Sekolah tahun 2017 

No Jenjang Sekolah Jumlah 

1 Sekolah Dasar 11 orang 

2 Sekolah Menengah Pertama 28 orang 

3 Sekolah Menengah Atas 59 orang 

4 Perguruan Tinggi 2 orang 

3 THC&AMP 6 ORANG 

4 BARBITURAT 1 ORANG 

5 INHALEN/lem 1 ORANG 

 Jumlah  24 ORANG 
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5 Tidak Sekolah 0 

 Jumlah 100 orang 

Sumber: LSM Gempa  

Pada tahun 2017 meningkat dari 24 orang pada tahun 2016 maka pada tahun ini 

berjumlah sebanyak 100 orang. Pembagian dari 100 orang ini dari berbagai obat yang 

di konsumsi dan dari berbagai umur serta tingkat sekolah mana yang paling rentan 

terlibat. Rawat inap yang dilakukan oleh LSM Gempa secara bertahap per enam bulan 

selama tahun 2017. Pada tabel nomor 1.7 menjelaskan pengguna napza terbanyak 

terdapat pada lulusan SMA dan masih menempuh pendidikan di SMA sebanyak 59 

orang. Untuk rehabilitasi ada yang di rehabilitasi secara inap aa juga yang rawat jalan. 

Untuk rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien serta izin dari pihak keluarga. Tabel 

pada1.7 ini adalah tabel sekolah yang pasien sendiri adalah tamatan dari jenjang 

sekolah terakhir dan masih bersekolah di jenjang sekolah tersebut sampai di rehabilitasi 

yang dijelaskan oleh pengurus LSM. 

 “…untuk jenjang pendidikan ini sebenarnya merata, karena mereka 

memulai dari napza yang kecil dulu baru sampai ke yang di atasnya. 

Anak SD juga banyak menggunakan napza tetapi masih yang sifatnya 

seperti lem. Anak SD ini terpengaruh oleh tamn teman nya yang lebih 

besar darinya makanya anak SD ini didiagnosis ngelem juga. Tetapi 

sebenarnya rentang jenjang pendidikan ini merekan jenjang pendidikan 

terakhir si pasien. Ada pasien itu yang tamatan SD, SMP,SMA yang 

melakukan penyalahgunaan. Untuk pasien yang tamatan SMA ini sangat 

disayangkan karena mereka sudah dewasa mestinya sudah tau mana 

yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk yang tidak sekolah itu tidak 

ada, karena rata rata mereka ini serendah rendahnya tamatan SD.( 
Wawancara dengan Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17 September 2018 pukul 

10.30 wib) 

Sesuai dengan wawancara diatas rehabilitasi yang berdasarkan tamatan sekolah 

lebih banyak pada tingkatan SMA. Pada bangku sekolah ini tentu adalah orang yang 

sudah memiliki pengetahuan tentang bahaya NAPZA. Pelaku pada jenjang pendidikan 

diatas merupakan pendidikan terakhir yang pernah ditempuhnya. Sesuai degan hal 
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tersebut tentu banyak yang tamatan sekolah ini memiliki umur yang bervariasi. Ada 

yang tamatan SMA tetapi umurnya sudah lebih dari usia SMA, begitu juga pada Usia 

sekolah yang lainnya. Mengenai hal tersebut pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 

usia rehabilitasi sesuai usia terakhir masuk pada panti rehabilitasi yang di jelaskan pada 

tabel 1.8 usia pasien rehabilitasi. 

Tabel 1.8 Usia Pasien Rehabilitasi tahun 2017 

No Jenjang umur Jenis 

Kelamin 

Jumlah  Jenis 

Kelamin 

Jumlah  Total  

1 10-15 tahun Laki-laki 1 Perempuan -  

2 16-20 tahun Laki-laki 36 Perempuan 6 orang  

3 21-25 tahun Laki-laki 25 Perempuan 3 orang  

4 26-30 tahun Laki-laki 17 Perempuan -  

5 31-35 tahun Laki-laki 8 Perempuan -  

6 36-40 tahun Laki-laki 1 Perempuan -  

7 40 keatas Laki-laki 3 Perempuan -  

 Jumlah  91  9 100 

Sumber: LSM Gempa 

Pada tabel 1.8 diatas mejelaskan banyaknya pemakai Narkotika serta 

penyalahgunaan lem pada tingkat usia 16-20 tahun. Usia ini adalah usia remaja aktif 

yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA. Usia pada tingkat sekolah ini 

sangat rentan menjadi pelaku dan pengguna Narkotika. Usia dibawahnya bisa dikatakan 

mencoba coba sampai menjadi pengguna yaitu pelajar yang duduk di bangku SMP. 

Dari bangku SMP inilah mereka memulai sampai akhirnya di SMA mejadi pengguna 

tetap. Pada tabel di atas tertera jenis kelamin perempuan pada nomor 2 dan 3 yang 

terdapat pada usia 16-20 tahun ada enam orang pasien wanita yang di rawat dan usia 
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21-25 tahun ada tiga orang pasien wanita yang di rawat. Usia pada tabel di atas 

menjelaskan bahwa usia murni saat ini yang di rawat oleh LSM GEMPA tersebut. Pasie 

yang dirawat mengkonsumsi THC, AMP, THC&AMP, INHALEN, dan 

BARBITURAT seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 1.9 : Jenis Napza yang digunakan tahun 2017 

No Jenis obat Jumlah  

1 THC 43 orang  

2 AMP 29 orang 

3 THC&AMP 2 orang 

4 BARBITURAT 19 orang 

5 INHALEN 7 orang 

 Jumlah  100 orang 

Sumber: LSM Gempa 

Pengguna THC atau kandungan zat di dalam ganja lebih banyak di gunakan yaitu 

sebanyak 43 orang. AMP atau Amphetamin merupakan obat obatan seperti sabu, 

ekstasi dan sejenisnya. Amphetamin ini juga banyak digunakan yaitu sebanyak 29 

orang yang menjadi pasien rehabilitasi. Untuk yang mengunakan keduanya THC dan 

AMP sebanyak dua orang pasien. Barbiturat merupakan obat penenang yang punya 

efek menenangkan pada manusia yang dikonsumsi oleh pasien sebanyak 19 orang. Lalu 

terakhir ada Inhalen, disebut juga dengan lem, bensin, cat, dan sejenisnya digunakan 

oleh pasien sebanyak 7 orang yang di rawat oleh LSM GEMPA sesuai dengan 

penjelasan pengurus LSM Gempa di bawah ini pada sesi wawancara : 

“…untuk obat obatan yang digunakan oleh pasien biasanya memang 

dimulai dulu dari yang murah atau mendapatkannya dengan yang murah. 

Setelah itu baru naik ke yang lebih diatasnya lagi seperti ekstasi,sabu, 

baru sampai ke ganja. Untuk anak lem disini sebenarnya banyak namun 

yang direhabilitasi belum seberapa karena izin orang tua tidak ada. Ada 
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juga orang tuanya menganggap anaknya tidak sakit, ya kami tidak juga 

memaksakan. Untuk anak usia dibawah sepuluh tahun kami tidak 

melakukan rehab, karena usia segitu biasanya masih dalam kasih sayang 

keluarganya. Tetapi kalau ada orang tua yang menghantarkan kepada 

kami, kamipun mengarahakn ke lembaga yang lebih berhak lagi. Kami 

juga menjelaskan kalau usia tersebut masih dalam usia kasih sayang 

orang tua. Takutnya kami membuat sianak tambah terganggu 

kejiwaanya. (Wawancara dengan Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17 

September 2018 pukul 10.30 wib) 

Setelah dilakukan rehab oleh IPWL GEMPA tindakan selanjutnya sesuai dengan 

izin orang tua dari pelaku tersebut akan dikirim kerumah damping BNN di Kota Padang 

untuk menjalani pelatihan keterampilan selama enam bulan. Pelatihan tersebut berguna 

untuk keterampilan dan skill para pelaku supaya setelah selesainya di rehabilitasi dapat 

membangun usaha atau memiliki pekerjaan yang bermanfaat. Pelatihan yang dilakukan 

ini tentu dapat dilaksanakan jika sipelaku tersebut benar-benar sembuh dari kebiasaan 

menghisap lem tersebut. Jika pelaku tersebut belum sembuh selama enam bulan 

rehabilitasi rawat inap oleh LSM GEMPA maka sesuai izin orang tua akan dilanjutkan 

kembali rehabilitasi tersebut. 

“…rehabilitasi yang kami lakukan itu berupa rehabilitasi rawat inap dan 

rawat jalan. Rehab rawat inap kami harus sesuai dengan izin dari 

keluarga baru kami bisa melakukan tahap rehab kepada pasien. Untuk 

rawat jalan biasanya kami mengenali dulu sampai dimana parah nya 

pasien ngelem. Kalau hanya baru tahap awal yang belum mempengaruhi 

otak dan kejiwaanya kami akan rawat jalan saja yang harus diantarkan 

oleh kelurganya.( Wawancara dengan Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17 

September 2018 pukul 10.30 wib) 

Rehabiltasi yang dilakukan oleh LSM GEMPA pun diajalan kan secara bertahap 

untuk rawat inap dan izinkan oleh kelurga pasien. Untuk pasien biasanya di antarkan 

oleh keluarganya untuk meminta LSM GEMPA merehabilitasinya. Sesuai dengan pasal 

8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “orang tua atau wali dari penyalahguna fungsi lem yang 

belum cukup umur melaporkan kepada pusat kesehata masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi alternative 

yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
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perwatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi 

alternatif. Penyalahguna fungsi lem yang sudah cukup umur melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dana tau rehabilitasi alternative yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau untuk 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi 

alernatif
15

. Isi dari perda diatas juga dijelaskan juga oleh Adek Pengurus LSM pada 

kutipan wawancara dibawah. 

“…biasanya rehabilitasi ini di antarkan oleh keluarganya karena pasien 

sendiripun tidak akan mau pergi sendiri untuk di rehab. Kami menerima 

pasien yang sesuai izin dari pihak kelurga. Sejauh ini belum ada pasien 

yang datang secara sendiri untuk di rehabilitasi. Kadang ada dari dinas 

sosial dan satpol pp juga yang menawarkan kepaa kami bahwa ada 

pasien yang harus dirawat, namun kami harus dapat izin dulu dari pihak 

keluarga pasien. Pasien yang disini ada juga yang hasil razia dari satpol 

ada juga yang memang di antarkan oleh keluarganya.(Wawancara dengan 

Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17 September 2018 pukul 10.30 wib). 

Rehabilitasi yang dilakukan oleh LSM gempa merupakan rehabilitasi sosial yang 

ada secara rawat inap dan rawat jalan. Rawat inap dilakukan jika pasiennya sudah 

serius. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh LSM tersebut ada dua model yaitu 

Therapheotic Community (TC) dan program kegiatan harian. Program TC ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasien dengan mengedepankan perilaku 

murni pasien untuk sembuh dari masalah yang sama. Pasien tersebut di masukan 

kedalam ruang detok untuk melakukan program tersebut atau disebut dengan (man 

helping man to having solve). Kegiatan harian yang dikedepankan itu seperti kegiatan 

sehari hari normal yang dilakukan oleh orang normal. Yaitu sholat, penyuluhan makan 

tepat waktu dan berkarya serta olahraga. Kegiatan ini dilakukan setiap hari serta sekali 

dalam sebulan juga melakukan jalan jalan serta ada juga pesantren kilat. 

                                                           
15

 Perda nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem pasal 8 ayat 1-2. 
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Untuk rehabilitasi ini tidak saja LSM GEMPA namun juga terlibat IPWL 

(institusi penerima wajib lapor) Puskesmas Payolansek. Puskesmas Payolansek 

menajadi salah satu aktor pelaksana dan penerima rehabilitasi dibawah naungan Dinas 

Kesehatan Kota Payakumbuh. Puskesmas Payolansek berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan dalam melaksanakan rehabilitasi secara medis. Rehabilitasi yang dilakukan 

di Puskesmas Payolansek ini secara rawat jalan. Tenaga pembantu di Puskesmas 

Payolansek ini merupakan dari Dinas Kesehatan yang terlibat. Dinas kesehatan dan 

Puskesmas Payolansek bekerja sama dalam proses rehabilitasi. Dinas Kesehatan 

berfungsi memeberikan pembinaan kepada pasien inhalen tersebut atau disebut 

pengguna lem. 

 

Table 1.10  Laporan IPWL Puskesmas Payolansek 

No Tahun Jumlah Keterangan  

1 2015 1 Rawat jalan 

2 2016 10 Rawat jalan 

3 2017 4 Rawat jalan 

4 2018 3 Rawat jalan 

Sumber : IPWL Puskesmas Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat 

Pada tahun 2016 ada 10 orang yang dilakukan rawat jalan oleh Puskesmas 

Payolansek semenjak Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 di Implemetasikan. 

Rehabilitasi medis yang dilakukan di Puskesmas sesuai dengan aturan medis yang 

dibutuhkan oleh Puskesmas Payolansek dan Dinas Kesehatan. Standar operasional 

prosedur (SOP) reahabilitasi yang dilakuakan oleh Puskesmas Payolansek dan Dinas 

Kesehatan merujuk kepada Peraturan Badan Narkotika Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau masyarakat. 



 

21 
 

“…Dinas kesehatan tidak begitu melayani pengguna yang direhabilitasi 

di dinas atau di puskesmas payolansek dikarenakan dari BNN juga 

sudah ada membantu melakukan rehabilitasi untuk mereka para pecandu 

lem ini. Dinas kesehatan melakukan rehabilitasi pada pecandu yang 

datang ke puskesmas atau yang langsung ke Dinas Kesehatan dengan 

cara rehabilitasi rawat jalan. Dinas kesehatan sifatnya lebih kepada 

menunggu saja . Karena kami tidak tahu mana masyarakat yang ingin di 

rehabilitasi.  Kalau ada yang datang kami layani juga dengan 

sepenuhnya. Dinas kesehatan dan Puskesmas Payolansek ini tidak 

melakukan rehabilitasi rawat inap, karena sifat rawat inap itu sendiri 

sudah terbilang sudah tingkat akut dan itu dilakukan oleh BNN Kota 

Payakumbuh. Rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan 

puskesmas payolansek berupa rehabilitasi medis. Pelayanan yang 

diberikan ini jika ada dari pelaku yang terganganggu organ tubuhnya 

maka dinas kesehatan dan puskesmas payolansek akan membantu rehab 

secara medis. (wawancara dengan DR. Nela Fatma pegawai Dinas Kesehatan bagian 

Penyuluhan dan rehabilitasi. Kamis 31 mai 2018).’’ 

Keterlibatan BNN (Badan Nasional Narkotika) Kota Payakumbuh merupakan 

salah satu faktor pendorong dan juga menjadi mitra oleh Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan untuk proses rehabilitasi. BNN berkerja sama dengan pemerintah dalam 

pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2015. Berkoordinasinya Dinas Kesehatan dengan 

BNN merupakan keseriusan pemerintah dalam menegakan perda lem di Kota 

Payakumbuh. Pada tahap ini BNN melakukan rehabilitasi dilingkungan BNN. 

Rehabilitasi medis dan sosial di BNN pun sesuai dengan aturan rehabilitasi yang di 

butuhkan BNN.  

Untuk tahap dan tata cara rehabilitasi mengikuti kebutuhan rehab yang dilakukan 

oleh masing masing lembaga tidak sesuai dengan perda tersebut karena masing masing 

lembaga punya tahap tahap rahab masing masing. Pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa 

tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut 

dengan Peraturan Walikota. Pada peraturan walikota dini merupakan salah penulisan 

oleh tim pembuatan perda ini sehingga tahap rehabilitasi diserahkan pada lembaga yang 

berwenangan saja. Senada dengan yang dijelaskan oleh Kasubag bagian hukum: 
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“…untuk tahap rehab sebenarnya sudah ada dijelaskan dalam perda 

yaitu sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Namun pada pasal 

tersebut kami salah pengetikan yang sebenarnya sesuai dengan aturan 

rehab lembaga yang berwenang yang sesuai aturan menteri terkait. Jadi 

pada perda tersebut rehabilitasi sesuai dengan peraturan walikota itu 

salah dan salah ketik. Perwako itu silahkan diganti saja dengan lembaga 

terkait saja. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-

Undangan Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 11. 15 WIB tanggal 4 

Juli 2018.) 

Tahap rehabilitasi secara sosial juga di atur dalam Peraturan Menteri Sosial 

nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adanya 

peraturan menteri ini maka pekerja sosial atau lembaga rehabilitasi mengikuti alur 

rehabilitasi sesuai dengan peraturan menteri sosial dengan rehabilitasi sosial juga. 

Selain itu rehabilitasi medis juga di atur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 46 

tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, 

penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika yang dalam proses atau yang 

telah diputus oleh pengadilan. Adanya dua peraturan menteri ini maka panti rehabilitasi 

mengikuti alur yang telah diperintahkan sehingga lembaga rehabilitasi sosial dan medis 

tidak perlu lagi mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) rehabilitasi sendiri.  

Pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Lem 

di Kota Payakumbuh maka pemerintah yang terlibat didalam nya yaitu Tim penegak 

perda terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polri Kota Payakumbuh, TNI Kota 

Payakumbuh, Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh serta Instansi yang terlibat 

didalamnya. Untuk penegakan perda nomor 10 tahun 2015 tentang larangan 

penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh instansi yang terlibat yaitu Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan. Serta di luar itu BNN juga ikut didalam penegakan Perda sebagai 

pendukung. Lalu dinas sosial memiliki mitra denga LSM GEMPA untuk rehabilitasi 

sosial dan spiritual. Kemudian Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan IPWL 

Puskesmas Payolansek untuk rehabilitasi medis secara rawat jalan. Tim penegak perda 
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ini disebut dengan tim tujuh yang di atur dalam Surat Keputusan Walikota Payakumbuh 

Nomor : 300. 5/126/WK-PYK/2018. 

Penegak perda yaitu satuan polisi pamong praja tentu melakukan razia yang 

jadwalnya tidak ditentukan. Setiap kali pol pp melakukan razia selalu saja ada yang 

tertangkap. Razia dilakukan oleh penyidik dari satpol pp sendiri, penyidik satpol pp ini 

yaitu anggota satuan polisi pamong praja yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai 

Negri Sipil (PPNS). Penyidik satpol pp ini selalu berada dilapangan yang guna 

mendengar kabar desas desus dari masyarakat yang melakukan penyakit masyarakat 

dan mengganggu ketertiban umum sesuai yang dikatakan oleh sekretaris penyidik 

satpol-pp Kota Payakumbuh. 

“ untuk jumlah penyidik PPNS sendiri disini berjumlah empat orang, 

satu kabid penyidik satu sekretaris dan dua orang anggota penyidik. 

Jumlah penyidik disini dirasa cukup karena mereka selalu berada di 

lapangan. (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp Kota 

Payakumbuh pada taggal 29 agustus 2018. Pukul 14.30 Wib)” 

Jumlah penyidik PPNS ini merupakan yang sudah dilantik oleh walikota 

payakumbuh. Anggota penyidik ini dirasa cukup untuk saat ini menurut Kabid (Kepala 

Bidang) penyidik tersebut. Penyidik tersebut bertugas dilapangan dan juga nanti 

berkoordinasi dengan tim penegak perda yang lainnya. Karena berkoordinasi inilah 

penyidik PPNS ini dirasa cukup. Selain juga dibantu oleh tim penegak perda yang 

lainya anggota satpol pp yang lain juga ikut membantu seperti yang dijelaskan oleh 

kabid penyidik Satpol-pp Kota Payakumbuh: 

“…Pol pp tetap memberikan pembinaan kepada yang tertangkap, karena 

banyak juga dari masyarakat yang tidak tahu dengan perda tersebut. 

Nanti setelah pembinaan diserahkan ke dinas sosial atau dinkes, 

seandainya tertangkap kembali akan diberikan sanksi. Peran serta 

masyarakat  memberitahu kepada satpol pp maka kami akan turun 

langsung ke lapangan. Ke ikutsertaan masyarakat membantu kami 

menegakkan perda ini. (Wawancara dengan kabid penyidik satpol pp Kota 

Payakumbuh, Bapak Budi Kurniawan pada tanggal 28 agustus 2018. Pukul 11,15 

WIB)’’ 
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Pada poin pasal 12 tentang ketentuan pidana mengenai larangan penyalahgunaan 

lem. Menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidanan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran 
16

. Sesuai 

dengan pasal tersebut maka akan ada pelaku yang akan dipidana jika telah melakukan 

pelanggaran sebanyak tiga kali berturut-turut.  

‘’…sejauh ini belum ada pelanggaran yang sampai dipidana, oknum 

tersebut paling banyak dua kali tertangkap dan ada yang dikembalikan 

ke orang tua ada yang di rehab juga. (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris 

penyidik satpol pp Kota Payakumbuh pada taggal 29 agustus 2018. Pukul 14.30 Wib)” 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa belum ada oknum yang melakukan 

tiga kali pelanggaran yang berturut turut tertangkap atau dipidana  sejauh ini. Namun 

untuk pelanggaran yang dilakukan sudah dua kali berturut-turut akan direhabilitasi 

sesuai dengan izin dari pihak keluarga. Untuk mendukung supaya anak yang melanggar 

tersebut pihak satpol pp mengajak keluarga untuk sama sama menjaga dan 

menganjurkan anak tersebut di rehab oleh pihak yang berwenang agar sipelaku tidak 

mengulangi kesalahannya lagi dan lebih punya kegiatan yang bermanfaat. 

Pada pasal 11 bab VIII telah dijelaskan bahwa sanksi administratif ditujukan pada 

siswa yang melakukan pelanggaran. Bagi siswa yang melakukan penyalahgunaan 

fungsi lem dilakukan pembinaan oleh sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi 

sesuai dengan paraturan yang berlaku di sekolah. Bagi anak usia sekolah yang tidak 

bersekolah diberikan pembinaan berupa peringatan kesatu sampai dengan ketiga dan 

membuat surat pernyataan. Apabila setelah peringatan ketiga yang bersangkutan masih 

menyalahgunakan fungsi lem maka anak tersebut dikarenakan ketentuan pidana sesuai 
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 Peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh pasal 12 

tentang ketentuan pidana. 
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dengan peraturan daerah ini
17

. Sanksi pada pasal 11 ini menekankan pada siswa yang 

masih bersekolah. Siswa yang tertangkap oleh satpol pp akan diproses oleh pihak 

sekolah dan orang tua. Selanjutanya sanksi administratif di terapkan oleh sekolah sesuai 

aturan yang ada seperti system bobot yang di terapkan disekolah sesuai pelanggaran 

dan mendapatkan bobotnya sesuai dengat aturan tersebut. 

“…siswa yang mendominasi dari salah satu sekolah tidak ada. Semua 

yang pernah kami proses mereka kebanyakan berusia masih remaja dan 

bersekolah di bangku SMP. Tidak ada yang mendominasi cuman ada 

beberapa siswa sekolah dari SMP 6 SMP 8 dan beberapa smp lai nya. 
(wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp Kota Payakumbuh pada 

taggal 28 agustus 2018. Pukul 14.30 Wib)” 

Anak yang tertangkap razia kebanyakan dari siswa SMP dan tidak ada yang lebih 

mendominasi dari salah satu Sekolah Menangah Pertama. Rata-rata semua siswa sudah 

ada yang pernah terjaring razia. Kasus untuk siswa SMP ini diselesaikan bersama 

dengan pihak sekolah dan orang tua dari siswa tersebut. Penyelesaian kasus tersebut 

dilakukan dengan membuat surat perjanjian bersama dengan satpol pp dan sanksi 

administratif dengan pihak sekolah. 

Untuk penyergapan khusus anak lem yang telah dilakukan penangkapan dan 

laporan masyarakat pada tahun 2017 ada 10 orang. Pada bulan januari sebanyak 2 

orang, bulan april 4 orang, bulan juli 4 orang. Lalu pada tahun 2018 sampai bulan 

agustus ada 17 orang. Pada bulan januari 8 orang, februari 4 orang, maret, 3 orang, juli 

1 orang, agustus 1 orang. Hasil yang telah didapat ini telah diproses oleh satpol pp dan 

ada yang telah di rehabilitasi dan juga diserahkan kepada Dinas Sosial. 

’’…untuk data anak lem ini pada 2017 ada 10 orang dan 2018 ada 17 

orang sampai bulan agustus. Data tahun 2016 itu kami tidak punya lagi 

karena hilang sebab kami baru pindah ke gedung ini. Makanya tidak ada 

data nya sama kami. (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp 

Kota Payakumbuh pada taggal 28 agustus 2018. Pukul 14.30 Wib)” 
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Sasaran dari perda nomor 10 tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Lem 

di Kota Payakumbuh adalah agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan lem di 

kota Payakumbuh. Penggunan lem sendiri dapat merusak kejiwaan serta mental bagi 

orang yang mengkonsumsinya secara langsung dan terus menerus. Penggunaan lem 

juga awal dari terjerumusnya masyarakat kedalam pemakaian Narkotika dan Psitropika. 

Sehingga perilaku itu menjerumuskan bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Untuk 

mencegah secara dini pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan di dalam perda 

tersebut bahwa anak usia sekolah dan siswa yang masih bersekolah sangat dilarang 

dalam penyalahgunaan lem. Keseriusan pemerintah dalam pelaksaan kebijakan ini 

merupakan target jangka pendek, mengah, dan target jangka panjang. Serta meminta 

masyarakat dalam membantu menginformasikan kepad Satpol PP agar ditindak lanjuti 

oleh Satpol pp. 

‘’…anak yang ngelem itu sebenarnya banyak tapi mereka bukan orang 

asli daerah situ otomatis masyarakat yang mengetahuinya akan 

melaposrkan kepada yang berwenang seperti pak RT atau langsung 

kepada kami atau nanti pak RT yang menghubungi kami. Anak lem itu 

memang banyak disini tetapi mereka banyak yang bukan orang dari kota 

Payakumbuh. Mereka dari daerah luar payakumbuh datang dan ngelem 

disini.” (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp Kota 

Payakumbuh pada taggal 8 november 2018. Pukul 11.30 Wib)” 

Hasil wawancara diatas menegaskan sebenarnya anak yang ngelem ini adalah 

orang yang bukan berasal dai Kota Payakumbuh sendiri tetapi dari wilayah luar Kota 

Payakumbuh. Sehingga membuat masyarakat resah dengan perilaku mereka yang yang 

‘’ngelem’’ ini. Keresahan masyarakat seperti ini melaporkannya kepada pihak yang 

berwenang agar di tindak oleh Satpol PP sebab Satpol PP lah yang berwenang dan 

berhak menanganinya. Ke ikutsertaan masyarakat ini tertuang dalam perda terdapat 

pada pasal 9 yang berbunyi ‘’ masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan fungsi 

lem. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya kegiatan 
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penyalahgunaan fungsi lem.
18

 Wawancara diatas senada dengan yang dijelaskan oleh 

pengurus LSM Gempa yang juga mengatakan hal tersebut.  

‘’…kasus anak lem ini sebenarnya banyak yang sudah ditangani namun 

pelakunya memiliki kasus ganda, ada yang anak jalan mereka juga 

ngelem tetapi kasus anak jalanannya yang ditindak, ada juga anak punk 

juga ngelem tapi kasus anak punk nya yang di tindak. Jadi kasusnya ini 

banyak tetapi karena ganda itulah yang susah untuk di selidiki. Kalua 

untuk kasus anak lem saja khusus anak lem saja tidak terlalu banyak 

tetapi mereka selalu ada kami temukan. (wawancara dengan rima pengurus 

LSM GEMPA, pada taggal 8 november 2018. Pukul 15.30 Wib)” 

Wawancara diatas menjelaskan bahwa sebenarnya anak lem itu banyak tetapi 

dengan kasus yang ganda. Disinilah susahnya untuk dilakukan rehabilitasi oleh pihak 

yang meakukan rehab dan pihak yang menangani secara sosial atau medis. Kasus yang 

ganda inilah yang sering dijumpai oleh satpol pp dan LSM dengan mengangkat kasus 

yang lainnya. Sehingga untuk kasus anak lem sendiri tidak terlalu dominan. Untuk 

kasus anak lemnya sendiri yang memang khusus lem saja tidak terlalu banyak tetapi 

mereka selalu ditemukan oleh satpol pp dan LSM tersebut. Sehingga juga direspon oleh 

masyrakat juga ada melaporkan anak lem dan ada juga yang melaporkan anaknya juga 

yang ‘’ngelem’’. 

‘’...laporan masyarakat itu ada yang di pasar raya dekat tugu adipura itu 

ada yang ngelem di lotengnya, kadang mereka mengambil sepatu orang 

yang jualan disana. Persis dekat toko aprilia, jadi orang yang didekat 

toko itulah yang melaporkan kepada kami. Mereka sering ngelem disana 

dan masyarakat kadang mulai geram dengan mereka. Karena ada 

laporan kami langsung terjun untuk penindakan. (wawancara dengan ani 

aniaya, sekretaris penyidik satpol pp Kota Payakumbuh pada taggal 8 november 2018. 

Pukul 11.30 Wib)” 

Berdasarkan wawacara diatas bahwa anak lem yang ada di Kota Payakumbuh itu 

banyak. Mereka kadang berada ditengah tengah masyarakat melakukan tindakan 

tersebut. Sehingga masyarakat merasa resah dengan perilaku mereka tersebut yang juga 

merugikan masyarakat. Sehingga masyarakatpun melaporkan kepada pihak yang 

                                                           
18
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berwenang. Dengan laporan tersebutlah satpol pp bergerak untuk menindak lanjuti 

laporan masyarakat tersebut. Jika memang terdapat anak lem nya disana maka akan di 

proses di kantor Satpol PP oleh penyidik satpol pp tersebut. Laporan yang masuk 

kepada satpol pp itu dalam sebulan lebih/kurang 10 orang yang melaporkan kepada 

satpol pp. Sesuai dengan wawancara bersama sekretaris penyidik mengatakan : 

‘’…dalam sebulan itu kira kira lebih kurang ada 10 orang yang 

melaporkan kepada kami. Setiap pelaporan tersebut kami langsung 

kelapagan. Kadang ada yang tertangkap kadang ada yang lari dari 

penangkapan kami. Kadang ada juga yang daripihak keluarganya yang 

melaporkan kepada kami, kami juga langsung terjun untuk 

menindaknya. (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp Kota 

Payakumbuh pada taggal 8 november 2018. Pukul 11.30 Wib)” 

Laporan masyarakat sesuai dengan wawancara diatas adalah peran serta 

masyarakat yang juga menjaga ketertiban lingkungan. Namun laporan masyarakat 

tersebut tidak hanya masuk kepada satpol pp saja tetapi juga masuk ke LSM gempa 

yang sebagaimana berfungsi sebagai lembaga untuk rehabilitasi. Laporan masyarakat 

tersebut juga berkaitan denga nisi perda pada pasal 9 yang juga diminta kepada 

masayrakat keterlibatannya untuk penegakan perda tersebut. Peran serta masyarakat ini 

merupakan kondisi sosial yang ada di kalangan masyarakat. Peran serta masyarakat ini 

juga dijelaskan oleh ani skretaris penyidik pol pp. 

‘’…laporan masyarakat kepada kami itu sering lah, kalua dikira kira ada 

sekitar 5 kali dalam sebulan. Kadang orang tuanya juga yang 

melaporkan kepada kami. Karena kami bukan pihak yang berwenang 

tetu kami arahkan ke satpol pp. namun atas seizin orang tua kadang kami 

bantu juga untuk assessment nya. (wawancara dengan rima pengurus LSM 

Gempa, pada taggal 8 november 2018. Pukul 15.30 Wib)” 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua laporan yang 

sama yaitu dari satpol pp dan LSM. Laporan ini ada yang dari masyarakat sendiri ada 

juga dari pihak keluarga. Laporan msayrakat inilah yang membantu untuk melakukan 

penyidikan kelapangan oleh satpol pp sebagai pihak yang berwenang dalam 

penindakan. Masuknya laporan dari masyarakat ini memberikan tanda bahwa anak lem 
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ini memang terbukti ada di Kota Payakumbuh. Sehingga pelaksanaan perdan nomor 10 

tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem semakin berjalan dengan baik. 

Kebijakan yang telah di sosialisaikan oleh pemerintah terkait akan diterapkan 

secara tegas oleh penegak perda atau satpol pp. Melihat kinerja sepanjang tiga tahun 

pelaksanaan kebijakan perda larangan lem ini sudah banyak yang dilakukan rehabilitasi 

hasil dari razia satuan polisi pamong praja. Sumberdaya yang ada dilingkungan 

pemerintah Kota Payakumbuh boleh dikatakan mencukupi untuk pelaksanaan perda ini. 

Sumberdaya manusia dilengkapi dengan fasilitas rehabilitasi dari LSM, Puskesmas, dan 

BNN serta yang lain yang terlibat. Untuk rehabilitasi tentu memerlukan dana, ,maka 

anggaran yang dikeluarkan oleh masing masing Instansi terlibat merupakan anggaran 

dana dari APBN Kemensos, APBD untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas Payolansek 

dan BNN sendiri punya anggaran yang telah mereka punya. 

Implementor yang terlibat didalam penegakan kebijakan saling berkoordinasi 

dibawah pemerintah Kota Payakumbuh. Satpol PP sebagai ujung tombak utama akan 

berkoordinasi dengan tim penegak perda. Instansi ini saling berkoordinasi dalam 

penyidikan kelapangan. Hasil dari penyidikan satuan penegakan perda akan 

berkoordinasi kepada instansi yang dibutuhkan seperti Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan. Setelah dapat ditentukan apakah direhabilitasi maka Dinas Sosial akan 

mengarahkan kepada LSM GEMPA atau Puskesmas Payolansek atau BNN Kota 

Payakumbuh. Setiap instansi yang mempunyai keterlibatan ini berkoordinasi secara 

penuh sesuai dengan hierarki masing masingnya.  

Satpol PP bertugas melakukan penegakan perda di daerah Administratif Kota 

Payakumbuh. Salah satu perda yang ditegakan adalah Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh. 
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Penegakan perda ini dilakukan agar mulai berkurangnya pelaku penyalahguna fungsi 

lem berada di Kota Payakumbuh. Penyalahguna lem tersebut yang telah tertangkap 

maka akan di bawa ke kantor Satpol PP untuk proses menindak lanjuti kasus 

penyalahguna fungsi lem tersebut. Kemudian setelah adanya proses yang dilakukan 

oleh penyidik Satpol PP maka dapat dilihat bahwa yang tidak di anjurkan untuk di 

rehabilitasi akan diberikan sanksi dan surat perjanjian. Kemudian jika ada yang 

direhabilitasi maka akan diserahkan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 

Kemudian untuk proses rehabilitasi secara sosial ditangani oleh Dinas Sosial 

dengan memfasilitasi kepada LSM IPWL GEMPA. Pada lembaga inilah dilakukan 

rehabilitasi secara sosial. Rehabilitasi yang dilakukan di LSM GEMPA ini ada dua cara 

yaitu secara rawat inap dan rawat jalan. Hubungannya dengan Dinas Sosial adalah 

menjadi kemitraan atau disebut dengan kerja sama dibidang penanganan permasalahan 

sosial dan NAPZA. Setelah di rawat di LSM ini nan akan dipulangkan kepada orang tua 

atau walinya untuk pasien yang rawat inap. Tetapi pengembalian tersebut juga melalui 

proses koordinasi dengan Dinas Sosial. 

Untuk rehabilitasi secara medis dilakukan di Dinas Kesehatan. Proses rehabilitasi 

pada Dinas Kesehatan sifatnya lebih menunggu pasien yang datang. Sama halnya 

dengan Puskesmas Payolansek yang juga menunggu pasien yang datang untuk berobat. 

Sistem rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan cara rawat jalan, 

begitu juga dengan Puskesmas Payolansek. Hal yang berbeda dengan Puskesmas 

Payolansek yaitu sudah menjadi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang telah 

ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

Diluar pemerintah sebagai penyelanggara pemerintahan peran dari masyarakat 

sangat dibutuhkan juga untuk membantu kelancaran dari implementasi dari penegakan 
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perda nomor larangan penyalahgunaan lem. Sebab bersinerginya pemerintah dengan 

masyarakat akan membantu memudahkan pekerjaan pemerintah dalam penindakan 

anak lem tersebut. Keseriusan pemerintah dalam penindakan anak lem di Kota 

Payakumbuh memperlihatkan bahwa pemerintah memang serius untuk membersihkan 

masyarakatnya dari zat adiktif tersebut. Adanya keseriusan tersebut telah digalakan 

sosialisasi kepada masyarakat dan siswa di Kota tersebut. 

Setelah memasuki tahun ketiga pengimplementasian perda ini, masih banyak 

kendala yang dihadapi oleh instansi terkait, mulai dari proses sosialisasi yang masih 

belum berjalan sesuai harapan karena terbatasnya anggaran dan kurangnya koordinasi 

antar instansi. Bila diperhatikan dengan seksama, penanganan penyalahgunaan lem 

bukan saja didominasi oleh pemerintah, tetapi lebih kepada dukungan masyarakat luas, 

partisipasi masyarakat (khususnya Kota Payakumbuh) sangat diperlukan untuk 

mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggalnya, lingkungan sekolah, komunikasi 

antar orang tua dan anak yang harmonis tentu sangat penting. Keterbukaan antara 

pemerintah dan masyarakat untuk terus membuka informasi tentang lem (napza/adiksi) 

sehingga menghilangkan kesenjangan kepentingan.  

Dilihat dari sasaran dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 

tentang larangan penyalahgunaan lem ini yang menjadi pekasana merupakan DInas 

Sosial dan Dinas Kesehatan. Implementasi yang dilakukan  belum mencapai sasaran 

sesuai denga nisi kebijakan dan Tugas Pokok dan Fungsi dari dua Dinas ini. Sesuai 

dengan data yang terdapat pada tahun 2017 ada 10 orang yang ditangani oleh Satpol PP 

dan 2018 ad 17 orang yang juga ditangani oleh Satpol PP. Penanganan ini tentu juga 

diserahkan kepada Dinas Sosial, sebab Dinas Sosial adalah instansi yang berhak 

melakukan penindakan lebih lanjut seperti di rehabitasi atau diberikan sanksi. Secara 

Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas sosial belum memfasilitasi secara penuh untuk tahap 
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rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna yang tertangkap oleh Satpol PP tetapi bekerja 

sama dengan LSM GEMPA yang sejatinya memang untuk rehabilitasi sosial untuk 

korban penyalahguna NAPZA di Kota Payakumbuh. Selain itu pada Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan lem juga dijelaskan bahwa 

penyalahguna berhak mendaptkan rehabilitasi secara sosial oleh perangkat daerah 

terkait, dan disini yang mejadi perangkat daerah tersebut adalah Dinas Sosial. Maka 

menjadi tanggung jawab Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi secara sosial 

walaupun bekerja sama dengan dengan LSM GEMPA tersebut. 

Untuk proses rehabilitasi yang dilakukan bukan saja menjadi tanggung jawab 

Dinas Sosial semata. Dinas Kesehatan sangat berperan dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah ini sebab di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan 

Penyalahgunaan lem juga dijelaskan bahwa untuk rehabiltasi tidak hanya rehabilitasi 

sosial tetapi juga rehabiltasi medis dan aternatif. Sudah jelas bahwa untuk rehabilitasi 

secara medis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Dinas Kesehatan juga 

bekerja sama dengan Puskesmas yang menjadi bawahanya untuk membantu membuka 

pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat. Dilihat dari koordinasi dinas kesehatan 

degan puskesmas ini berjalan secara langsung. Sebab secara hirarki puskesmas adalah 

bawahan dari Dinas Kesehatan. Namun Koordinasi yang terjadi antara Dinas Sosial 

dengan Dinas Kesehatan berjalan sekali dalam tiga bulan. Masa koordinasi yang 

dilakukan secara bersama ini sangat lama sebab penanganan serta laporan ini akan 

berubah dengan cepat. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan beserta BNN dan LSM GEMPA pun terbilang lama sekali jika masih 

dilakukan sekali dalam tiga bulan. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik meneliti lebih mendalam bagaimana 

kinerja implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang 
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Larangan Penyalahgunaan Lem di Kota Payakumbuh dengan judul: implementasi 

peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang pelarangan penyalahgunaan lem di Kota 

Payakumbuh. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perda 

Kota Payakumbuh No 10/2015 Tentang Pelarangan Penyalahgunaan Lem? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Bedasarkan perumusan masalah yang disampaikan di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

Mendeskripsikan Implementasi Perda No. 10/2015 Tentang Pelarangan Peyalahgunaan 

Lem di Kota Payakumbuh. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini nantinya adalah: 

1. Secara Akademis 

  Diharapkan tulisan yang akan dihasilkan nanti dapat memperkaya 

khasanah perpustakaan Universitas Andalas pada umumnya dn Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Administrasi Publik pada khususnya dan 

penelitian ini dapat memperoleh kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam 
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sehingga dapat dijadikan acuan konspsual ilmiah bagi perbaikan dalam 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan bagimana implementasi 

peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 10 tahun 2015 tentang pelararngan 

penyalahgunaan lem. 

2. Secara Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi 

kepada Pemerntah Kota Payakumbuh tentang implementasi kebijakan yang 

mereka lakukan berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

fungsi lem di Kota Payakumbuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


